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C. Abstrak;  
 Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penistaan agama menjadi perhatian di 
masyarakat, terlebih kasus penistaan agama mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan. Kasus penistaan agama tentunya harus menjadi perhatian utama terlebih 
Indonesia merupakan Negara multi etnis yang didalamnya terdapat banyak suku dan 
agama. Hal ini penting mengingat penistaan agama jika tidak ditangani dengan baik 
tentunya akan menjadi persoalan dikemudian hari dan bahkan bisa berdampak pada 
perpecahan/konflik di Inonesia. Disinilah peran penting polisi dalam mencegah 
tindak pidana penisataan agama. 
 Penelitian ini ingin menggali pada 2 persoalan yaitu: mencari tahu atau 
menggali tentang kedudukan polisi dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana 
penistaan agama menurut Undang-undang yang berlaku. Selanjutnya fokus yang 
ingin dicari adalah berkaitan dengan langkah atau upaya yang dilakukan oleh 
kepolisian dalam mencegah tindak pidana penistaan agama menurut undang-undang 
yang berlaku.  
 Penelitian ini berupaya mendeskripsikan persoalan yang terkait sehingga 
penilitian ini termasuk penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis berupaya 
menalaah dan menggambarkan peraturan atau kebijakan terkait persoalan yang 
diangkat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang 
menelaah berdasarkan atuaran-uandang-undang terkait. 
 Hasil penelitian menggambarkan bahwa: 1) Undng-Undng Nom0r. 2 Tahun 
2002 tantang Kepolisian RI mengatur dan menggambarkan kedudukan polisi dalam 
mencegah tindak pidana penistaan agama. 2) berkaitan dengan langkah-langkah yang 
dilakukan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penistaan agama yaitu : 
preemtiif, preventiff dan represiif. 
D. Kata Kunci;  
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E. Pendahuluan;  
 Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penistaan agama menjadi perhatian di 
masyarakat, terlebih kasus penistaan agama mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan. Kasus penistaan agama tentunya harus menjadi perhatian utama terlebih 
Indonesia merupakan Negara multi etnis yang didalamnya terdapat banyak suku dan 
agama. Hal ini penting mengingat penistaan agama jika tidak ditangani dengan baik 



tentunya akan menjadi persoalan dikemudian hari dan bahkan bisa berdampak pada 
perpecahan/konflik di Inonesia. Disinilah peran penting polisi dalam mencegah 
tindak pidana penisataan agama. 
 Terlebih Indonesia merupakan Negara hokum yang berkomitmen 
menciptakan masyarakat yang tertib dan taat hokum, sehingga pelanggaran tindak 
pidana penistaan agama harus diselessikan. Selain itu setiap individu mendapat 
jaminan kebebsan dalam beragama, dimana hak beragama setiap indiovodu 
dilindungi. 
 Atas dasar itulah polisi yang bertugas dan memiliki wewenang dalam menjaga 
ketertiban di masyarakat dan persioalan-persoalan social lainnya memiliki peran yang 
cukup strategis dalam menjaga dan mencegah kekcauan dalam masyarakat. Hal inilah 
yang menjadi perhatian penulis untuk melakukan penelitoan. 

 
F. Metode Penelitian;  
 Penelitian ini berupaya mendeskripsikan persoalan yang terkait sehingga 
penilitian ini termasuk penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis berupaya 
menalaah dan menggambarkan peraturan atau kebijakan terkait persoalan yang 
diangkat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang 
menelaah berdasarkan atuaran-uandang-undang terkait. 
 Penelitian ini juga melakukan penelusuran melalui sumber-sumber 
kepustaakan. Adapun sumber hokum yang diteliti adalah peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan kedudukan polisi dalam mencegah tindak pidanan 
penistaan agama. 
 Sedangkan sumber hokum sekunder adalajh seperti buku-buku, jurnal atau 
lainnya yang berkauiatan dwengan tema yang dibahas yaitu peran penting polisi 
dalam mencegah tindak pidana penisataan agama. Sedangkan sumber hokum tersier 
adalah kamus atau esklopedi hokum. 
G.  Hasil dan Pembahasan;  
 Setelajh melakukan penalaahan dan maka dapat dijelaskan beberapa hasil 
temuan yaitu: 

1. Undangg-Undangg Nom0r. 2 Tahunn 2002 tantang Kepolisian, mengatr dan 
mengkuhkan bberapa peranann dann tugaas Polri lainnyaa, sepertii daalam 
Undang-Undaang Nomo0r 2 Tahun 2002 tantang Kepolisian Nagara Republik 
Indonesia (Pasal. 14. Ayat. (1) huruf. g dan Pasal 16); Undang.-undang. 
Nomore 8 tahun 1981 tentang Hokum Acaraa Pidanaa / KUHAP (pasal 7); 
Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang 
Pencegahan Penyalahgnaan dan / atau Pendaan Agama; dan Kitab Undang-
Undang H0kum Pidanaa pidana. Bab V tantang kjahatan trhadap Ketertban 
Umum. yangg mngatur peerbuatan menyatakaan perasaan prmusuhan, 
kbencian atau penghinaann terhadapp orangg atau golongaan yang berlainann 
suku, agaama, keturunann dan sebagainyaa. 



2. Dalamm upayaa pencegahaan penistaann agama. kepolisian mempunyai. 3. 
(tiga) fungsi utama, preemtiff, preventiif dan represifi. Dimana yang 
dimaksud pre-emtif adalah. mencari. dan. menemukan. akar. permasalahan. 
yang. adaa dalm masyarakaat yaang besifat lintass sektor (etnis., social., 
budaya. dan politik), preventiif adalh tindkan pencegahn yang berorientasii 
kepadaa hasill akhiir berupaa kegiataan deteksi. dini sabagai. landasan 
pengambilan. kebijakan. langkah. antisipasi., sedangkan. represif. adalah. 
suatu. bentuk. kegiatan. penegakan. hukum. Hal. tersebut. sejalan. dengan. 
tugas. pokok. Kepolisian. Negara republik Indonesia diiatur dalam Pasaal 13 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang. Polri. Tugas. pokok. Polri 
dalamm Pasal 13 dmaksud diiklasifikasikan manjadi tiga., yakni: mmelihara 
keamanann dan ketertibann masyarakayt; menegakkann hukom; dan 
mamberikan parlindungan, pingayoman dan pelayanaan kapada masyarakatt.  

 
 
H. Simpulan;  

 Hasil penelitian dapat disimpulakn bahwa: 1) Undng-Undng Nom0r. 2 Tahun 
2002 tantang Kepolisian RI mengatur dan menggambarkan kedudukan polisi 
dalam mencegah tindak pidana penistaan agama. 2) berkaitan dengan langkah-
langkah yang dilakukan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penistaan 
agama yaitu : preemtiif, preventiff dan represiif. 
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